
BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KBPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor        :   800.1.3.3/Kep.  214 -BKPSDM/2024
Lampiran  :   1   (satu)  daftar

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN PENGAWAS

DI LINGKUNGAN PEMBRINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang     :   a.   bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dengan
segera    memberhentikan    Pegawai    Negeri    Sipil    yang
namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana
tersebut dalam lajur 4 dan mengangkatnya dalam jabatan
sebagaimana  tersebut  dalam  lajur  5  dengan  tunjangan
jabatan    sebagaimana   tersebut   dalam   lajur   7   daftar
lampiran  yang  merupakan. bagian  tak  terpisahkan  dari
keputusan  ini,  dalam jabatan  di  lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Cirebon;

b.   bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam
lajur  2  daftar  lampiran  keputusan  ini  memenuhi  syarat
dan   dipandang   cakap   untuk   diangkat   dalam  jabatan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai
Negeri   Sipil   Dalam   Jabatan   Pengawas   di   Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Mengingat        :    1.   Undang-Undang     Nomor      14     Tahun      1950     tentang
Pembentukan       Daerah-Daerah       Kabupaten       Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita  Negara Republik
Indonesia Tahun  1950)  sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang      Nomor     4      Tahun      1968      tentang
Pembentukan   Kabupaten   Purwakarta   dan   Kabupaten
Subang   dengan   mengubah   Undang-Undang   Nomor   14
Tahun     1950     tentang     Pembentukan     Daerah-Daerah
Kabupaten   Dalam   Lingkungan    Propinsi   Djawa   Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1968 Nomor
31,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 2851);

2.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023  tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023  Nomor  141,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6897);



3.   Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5587),   sebagaimana
telah       diubah      beberapa      kali,       terakhir      dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua   atas   Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014
tentang      Pemerintahan      Daerah      (Lembaran      Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2015   Nomor  58,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   18   Tahun   2016   tentang
Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2016   Nomor   114,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik   Indonesia   Nomor   5887),    sebagaimana   telah
diubah     dengan     Peraturan     Pemerintah     Nomor     72
Tahun     2019     tentang     Perubahan     Atas     Peraturan
Pemerintah   Nomor   18   Tahun   2016   tentang   Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor     187,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 6402);

5.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   11   Tahun   2017   tentang
Manajemen    Pegawai    Negeri    Sipil    (Lembaran    Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2017   Nomor  63,   Tambahan
Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    6037)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor  17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor   11  Tahun  2017  tentang  Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2020   Nomor   68,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

6.   Peraturan    Presiden    Nomor    26   Tahun    2007    tentang
Tunjangan Jabatan Struktural;

7.   Peraturan     Daerah     Kabupaten     Cirebon     Nomor     12
Tahun     2016     tentang    Pembentukan     dan     Susunan
Perangkat  Daerah  Kabupaten  Cirebon  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun  2016  Nomor  12),  sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor  12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Cirebon       (Lembaran       Daerah       Kabupaten       Cirebon
Tahun 2021  Nomor 1);

8.   Peraturan    Bupati    Cirebon    Nomor    20    Tahun    2021
tentang   Kedudukan,   Susunan   Organisasi,   Tugas   dan
Fungsi   serta  Tata  Kerja   Perangkat   Daerah   Kabupaten
Cirebon  (Berita  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2021
Nomor 20);

9.   Peraturan  Bupati Cirebon  Nomor 62  Tahun  2021  tentang
Pembentukan  Unit  Pelaksana Teknis  Daerah  pada  Dinas
dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021  Nomor 62).

10. Peraturan  Bupati Cirebon  Nomor 63 Tahun  2021  tentang
Pembentukan,   Kedudukan,   Susunan   Organisasi,   Tugas
dan  Fungsi  serta Tata Kerja Rumah  Sakit Umum Daerah
Waled   dan   Rumah   Sakit  Umum   Daerah  Arjawinangun
pada Dinas  Kesehatan Kabupaten  Cirebon  (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2021  Nomor 63)



Memperhatikan     :    1.  Surat            Edaran            Menteri            Dalam            Negeri
Nomor    :    100.2.1.3/1575/SJ    tanggal    29    Maret    2024
Hal   :   Kewenangan   Kepala   Daerah   pada   Daerah   yang
Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian;

2.  Sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Kabupaten    Cirebon    tanggal    28    Maret   2024    tentang
Pengisian    Jabatan    Administrator    dan    Pengawas    di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

3.  Surat                     Menteri                     Dalam                     Negeri
Nomor   :    loo.2.2.6/3011/OTDA   tanggal   25   April   2024
tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat
Administrator    dan    Pejabat    Pengawas    di    Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;

4.  Surat  Gubernur Jawa  Barat  Nomor  :  2932/KPG.07/BKD
tanggal  3  April  2024  Hal  :  Permohonan  lzin  Pelantikan
Jabatan    Administrator    dan    Jabatan     Pengawas    di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSRAN:

:   Memberhentikan  dengan  hormat  Pegawai  Negeri  Sipil  yang
namanya  tersebut  dalam  lajur  2  dari jabatan  sebagaimana
tersebut  dalam  lajur  4  dan  mengangkatnya  dalam  jabatan
sebagaimana   tersebut   dalam   lajur   5   dengan   tunjangan
jabatan  sebagaimana tersebut dalam  lajur  7  daftar lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

:   Kepada    Pejabat   yang    bersangkutan,    selama    memangku

::Pda:::rkapnengawfesraturfiberikr::£den tuRn:::i:£±    ]nJ;aobnaetsa£:
Nomor 26 Tahun 2007.

:   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.
Petikan  Keputusan  ini  diberikan  kepada yang  bersangkutan
untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan  di  Sumber
padatanggal    7   Mei   2024

BUPATI   CIREBON,

Tembusan:
1.  Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2.  Yth. Ketua Komisi ASN di Jakarta;
3.  Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
4.  Yth. Kepala Kantor Regional Ill BKN di Bandung;
5.  Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
6.  Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
7.  Yth. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat/Instansi terkait

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
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